PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR %t5 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK
DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BATANG HARI,

a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan administrasi dan

pelaksanaan kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari
Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk Panitia
Pelaksana pada kegiatan dimaksud;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengamanan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023;

. Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2755);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);




2.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);

 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781});

_ Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017
Nomor 12);

 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 14
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022
Nomor 14);

10.Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 82 Tahun 2022

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor
82);




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

St %

1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari
Nomor : TU.01/2686-15.04/X/2023 Tanggal 4 Oktober
2023 Perihal Permintaan Nama Tim Pelaksana
Pensertipikatan Tanah Milik Pemda Kabupaten Batang
Hari TA. 2023;

2. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Batang Hari Nomor: 590/05/Disperkim/2023
Tanggal 12 Januari 2023 Perihal Penyampaian Nama-
Nama Tim Pelaksanaan Persertipikatan Tanah Milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun
Anggaran 2023;

3. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Batang Hari Nomor: 620/110/PUPR/2022
Tanggal 7 Maret 2022 Perihal Surat Penyampaian Daftar
Nama-Nama Petugas Ukur;

4, Keputusan Kepala Dinas Kesehatan  Nomor
800/62/SKRT.01/Dinkes Tanggal 11 Januari 2023
tentang Pembentukan Tim Nama Petugas Ukur dalam
Rangka Pengukuran Tanah Milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Batang Hari di Lingkungan Dinas Kesehatan;

5. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Harl Nomor:
800/78/KEPEG/PDK/2023 Tanggal 06 Januari 2023
Perihal Nama Petugas Pensertipikatan Tanah Dinas PDK
Tahun 2023;

6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Operasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Batang Hari Tahun Anggaran 2023  Nomor:
S 02.5.02.0.00.0.00.26.0000.03 Kegiatan Pengamanan
Barang Milik Daerah Nomor:
5.0‘2.5.{]2.0.0&0-0@.26.DDDG.US.2 .01.07 pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun
Anggaran 2023 Tanggal 28 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK
DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2023.

Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pengamanan Barang
Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Batang Hari Tahun Anggaran 2023, dengan susunan
personalia  sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun draft rencana lokasi tanah pembuatan
Sertifikat Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Batang Hari;

b. mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi tanah
rencana pembuatan Sertifikat Tanah milik Pemerintah
Daerah Kabupaten Batang Hari;

¢. mengumpulkan Dokumen hak atas tanah pada masing-
masing lokasi Tanah rencana permmbuatan Sertifikat;

d. mediasi dan penyelesaian konflik tanah antara pemilik
Tanah berbatasan dengan Tanah milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Batang Hari;

e. menyusun draft usulan pengukuran pembuatan rencana
Sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Batang Han
dan;

f melaksanakan pengukuran kelokasi dan penctapan batas
untuk proses Sertifikat Tanah milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Batang Hari.

Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab
kepada Bupati Batang Hari melalui  Sekretaris Daerah
Kabupaten Batang Hari.

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023 Kegiatan
Pengamanan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Batang Hari, sesuai dengan ketentuan
berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai
dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan Di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 20 -" - 2023

—= BUPATI BATANG HARI

L ]
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LAMPIRAN ;

KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI
KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR . 380 TAHUN 2023
TANGGAL : a9 - W = 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2023

No NAMA/JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM
1 2 3
1 |BUPATI BATANG HARI PELINDUNG
5 |WAKIL BUPATI BATANG HARI PENASIHAT
2 |SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI PEMBINA
» |KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI KETUA
.~ [SEKRETARIS BADAN KEUANGAN SAERAL KABUPATEN BATANG S
— (EPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN i
6 SEKRETARIS
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI N
1 ASUBBID PENGAMANAN, PEMELIHARAAN, D S
| 7 | PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN | BEKRETARIS aj
. |RASUBBID PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK R
| 8 | DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI ]
9 |FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG ANGGOTA
10 |KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG HARI ANGGOTA
FUNGEIONAL ANALIS HUKUM AHLI MUDA BAGIAN HUKUM =
| 11 |SETDA KABUPATEN BATANG HARI ANEERA _
, |PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA e
|BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG HARI
-5 [FERANCANG SERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA prem—
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG HARI
4 |AKHMAD NIZARUDIN, S ST.M .M (KASI SURVEI DAN PEMETAAN e
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG HARI
p ASRILLAKONI, S.ST.,M.H (KASI PENETAPAN HAK DAN e
Mﬁﬁm;ﬂw KABUPATENBATANG | — —— ————
o |ASHAR, 5.P (KASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN KANTOR T
PERTANAHAN KABUPATEN BATANG HARI __ i ]
- JARVIEANDY FIRANTIO, S.H (KASUBS! PENATA KADASTRAL P
PERTAMA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG HARI) ; -
1a |NURLAELATUL SADRYAH, S.H [PENATA PERTANAHAN MUDA e
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG HARI) L S,
JETMIKA (FENATA PERTANAHAN PERTAMA KANTOR
19 ANGGOTA
PERTANAHAN KABUPATEN BATANG HAR])
~o | FRIEND KING VADUMA TAMBA, S.H (PENATA PERTANAHAN RaA
PERTAMA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG HARI| - b -
> |SRI DARMAYANTI ( VERIFIKATOR DERKAS KANTOR PERTANAHAN o=
KABUPATEN BATANG HARI) i |
RARMANTO [ VERIFIKATOR BERKAS KANTOR PERTANAHAN
22 |(ABUPATEN BATANG HARI| ARGaoTA B
23 |ANDRI PAHLEVI [VERIFIKATOR BERKAS KANTOR PERTANAHAN =]
| 23 |KABUPATEN BATANG HARI) _ ) B ANG
ATDIANG SEPTIAN, AP [PETUGAS UKUR KANTOR PERTANAHAN
24 | ABUPATEN BATANG HARI) ANGQAOTA
RATIMAT RAMADANT, AP (PETUGAS UKUR KANTOR PERTANAHAN
25 | ABUPATEN BATANG HARI ) ANGGELA
- |ASSYIFA MUBARIKA, A.P (PETUGAS UKUR SEKSI SURVET DAN ANGGORA
PEMETAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG HARIl |
7 |ADHI PUJT SETYANTO, AP (PETUGAS UKUR KANTOR P
PERTANAHAN KABUPATEN BATANG HARI)
~ [BIMA ADITYA DEMPO (PEMBANTU UKUR KANTOR PERTANAHAN GOTA
KABUPATEN BATANG HARI) ]
ADITYA SAPUTRA (PEMBANTU UKUR KANTOR PERTANAHAN
29 | Y ABUPATEN BATANG HARI) ANQGOTA.
——— 5 En] SUNANDAR SE (PEMBANTU UKUR KANTOR PERTANAHAN
30 | ABUPATEN BATANG HARI) ANGGOTA
51 |FRENKY FERDIAN (PEMBANTU UKUR KANTOR PERTANAHAN T
| °" |KABUPATEN BATANG HARI) = i _ . = =
TRIONO (PEMBANTU UKUR KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
3 | rANG HAR ; ANGGOTA |
3 |GILBERT HOSEA SANGGABEAN (PEMBANTU UKUR KANTOR PR
PERTANAHAN KABUPATEN BATANG HARI)
-+ |ASHOMAD, T, SH [DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN pem—
PERMUKIMAN KABUPATEN BATANG HARI| GOt |
4o [SALMIRIN, SE (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN pr—
KABUPATEN BATANG HARH




2.

Mo

NAMA | JABATAN

KEDUDURAN DALAM TIM

2

3

SUKRI, SE [DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

36 |KABUPATEN BATANG HARY) ARGy

47 |MATJUNER, SH (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN ————
PERMUKIMAN KABUPATEN BATANG HARI)

45 |PAUZI, 8.Pd SH (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN ARCGHTA
PERMUKIMAN KABUPATEN BATANG HARI

25 | M. ARASY, SE (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG R
KABUPATEN BATANG HARI]

<o |AZHARUDDIN (DINAS PEKERTAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG s
KABUPATEN BATANG HARI) o
AMRAN (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENAT.

%l |KABUPATEN BATANG HARI) | ARG

42 |NASRUL, SKM (DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG HARI) ANGGOTA

e ZAIN?L HAYAT, SKM [DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG e

+a |RAHMAD [SBANDI (DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG preme—
HARI)

45 |FAHRUL ROZI [DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG HARI) ANGGOTA
ANDI KHOLIDI, SE.M.S.Ak [DINAS PENDIDIKAN DAN

46 | EBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI) - ANGGOTA

47 |ZAINAL ABIDIN (STAF PNS BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK P
DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI)|

2o | M. YUSUF (STAF PNS BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK pem—
DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI)

2o |FERI [RAWAN (STAF PNS BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK A
DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI) _

<o |DEDDY WAHYUDI (STAF PNS BIDANG PENGELOLAAN BARANG S
MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN

<1 |RAYHAN AZHARI (STAF PNS BIDANG PENGELOLAAN BARANG preEe
MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN

_, |BASUKI (STAF PNS BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK ———
DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI)

=5 | ADI MARYADI, S.Pdi (STAF NON PNS BIDANG PENGELOLAAN Frm—
BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH

<4 |RICKY JULIANDA, A.Md (STAF NON PNS BIDANG PENGELOLAAN pre==ry
BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH _

<5 |ANITA, SE (STAF NON PNS BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK PP
DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI)

55 |MURNIASIH, A.Md (STAF NON PNS BIDANG PENGELOLAAN e
BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH

_, |IRMA SURYANI, A.Md (STAF NON PNS BIDANG PENGELOLAAN prsT—
BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH

_s |HEFITRI, AMd (STAF NON PNS BIDANG PENGELOLAAN BARANG e
MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN

<o | NURNA NINGSIH, A.Md (STAF NON PNS BIDANG PENGELOLAAN RGGOTA
BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH

o |SANA ROMANTIKA, A Md (STAF NON PNS BIDANG PENGELOLAAN PO
BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH =

o1 |MERSI SURYATL A.Md (STAF NON PNS BIDANG PENGELOLAAN e
BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH

<, |TITIK RATNA NINGSIH, A.Md (STAF NON PNS BIDANG PR
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN

o5 |KOMANG GALIH SANI ARYA SUTA [STAF NON PNS BIDANG S

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN

— BUPATI BAT.




